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ABSTRAK
Praktek angkil merupakan salah satu bentuk mua>malah yang dilakukan di

desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Angkil dalam Islam
biasa disebut gadai (rahn). Angkil yaitu kesepakatan dimana ketika sudah jatuh
tempo, penerima gadai tidak bisa membayar hutangnya kepada pemberi gadai
kemudian pemberi gadai meminta uang tambahan pinjaman kepada penerima
gadai dengan kesepakatan penerima gadai bisa menggarap lagi barang gadai
tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek
pelaksanaan angkil di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap
dan untuk memberi penjelasan mengenai angkil pada akad rahn dengan jaminan
sawah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu
membahas sesuai tidaknya antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia dengan masyarakat. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data
primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang
memberikan gadai dan menerima gadai. Sumber data sekunder yaitu sumber data
yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, data-data lain yang berkaitan
dengan akad rahn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara, dokumentasi.

Dalam praktek angkil yang dilakukan di desa Sidamukti menggunakan
sawah untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Masyarakat di desa tersebut lebih
memilih angkil sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan uang. Jika sudah
sepakat antara penerima gadai dengan pemberi gadai, barang gadai langsung di
kelola oleh penerima gadai. Ketika sudah jatuh tempo, ra>hin tidak bisa membayar
hutang kepada murtahin, kemudian ra>hin meminta uang lagi  kepada murtahin
untuk dipinjam dan murtahin di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut.
Praktek angkil tersebut sesuai dengan syariat Islam karena dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang rahn tidak ada larangan
mengenai pelaksanaan angkil seperti yang dilakukan di desa Sidamukti. Selain itu,
pelaksanaan angkil sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau
dalam islam di sebut ‘urf.

Kata Kunci: Rahn, Angkil, ‘urf



vi

MOTTO

“Meskipun hukum-hukum sudah di tuliskan, bukan berarti tak dapat dirubah”

(Aristoteles)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mempunyai rahmat bagi alam semesta,

yang mana di dalamnya terdapat peraturan bagi kehidupan manusia yang di

buat oleh Allah SWT yang terhimpun dalam hukum Islam. Hukum Islam

adalah aturan Allah SWT yang berkaitan dengan tindakan orang mukallaf,

yakni orang-orang yang berakal dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh),

serta telah mendengar seruan Allah.1

Di era modern ini kegiatan manusia tentu semakin beragam, terutama

dalam bidang ekonomi. Mengingat secara fakta masyarakat Indonesia

mayoritas meluk agama Islam, maka berlaku pula hukum Islam yang

menyangkut lapangan ibadah dan mua>malah. Dengan demikian sangat

penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian yang diatur

dalam syari'at Islam.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk

memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek  organik  dari  bangunan  ekonomi

Islam yang sedang berkembang, sekaligus merupakan salah satu indikator

bagi   kemajuan    ekonomi Islam di Indonesia.  Fatwa  ekonomi Islam yang

1 Tolhah ma’ruf, dkk. Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah
(Kediri: PP.Al-Falah Ploso Mojo, 2008), hlm. 1
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telah hadir tersebut secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan

pembaharuan fiqh mua>malah ma>liyah (fiqh ekonomi).2

Muʻa>malah merupakan aturan–aturan Allah SWT yang wajib ditaati

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan

cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. 3

Ada berbagai macam kegiatan di dalam bermuʻa>malah, salah satu

bentuk kegiatan muʻa>malah adalah rahn (gadai). Pegadaian pada masa

Rasulullah saw maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah

banyak dipraktekkan oleh umat Islam, hal ini didasari bahwa gadai itu adalah

suatu syariat karena di dalam al-Qur’an disebutkan dalam kondisi tertentu,

tetapi untuk tidak membatasi orang untuk melakukan gadai. Seperti yang

dicontohkan rasul bahwa beliau melakukan praktek tidak dalam keadaan safar

seperti kondisi yang disebutkan al-Qur’an.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para

ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga paling kompeten bagi

penyelesaian masalah sosial keagamaan yang timbul dan dihadapi masyarakat

serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat mupun dari

pemerintah. Dewan Syari’ah Nasional (DSN), lembaga yang dibentuk Majelis

Ulama Indonesia, yang bergerak di bidang permasalahan ekonomi

2 Sarpini, “Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tentang Asuransi Jiwa”, dalam Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 2, No. 1, Juni
2019, hlm. 32, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680

3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia ( Yogyakarta: Gajah
Mada, 2010), hlm. 2-3

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680
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mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

tentang rahn (gadai).4

Rahn (gadai) di sini memiliki pengertian yaitu secara bahasa adalah

yang تُ وْ ـُب ُّثلا مُا وَ َّدلا وَ berarti tetap lama. Adapun sebagian yang menyatakan

bahwa kata rahn bermakna tertahan dengan dasar firman Allah:

)۳٨:رثدلما( ةٌنَيهِرَ تْبَسَكَ ابمَِ سٍفْن ُّلكُ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah
diperbuatnya.” (Q. S al-Muddaṡṡir ayat 38).5

Sedangkan secara istilah pengertian rahn adalah menahan suatu benda

secara hak  yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan

sebuah benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syaraʻ

sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat di ganti

baik keseluruhan atau sebagian.6

Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang

mempunyai nilai harta menurut syaraʻ sebagai jaminan hutang, sehingga

orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil

sebagian dari manfaat barang itu.

Dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang

berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek berjanjian

4 Sarpini, “Tinjauan Maṣlaḥah terhadap Metode Istinbāṭ Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tentang Asuransi Jiwa”, dalam Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 2, No. 1, Juni
2019, hlm. 32, http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680

5 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),
hlm. 102

6 M. Yazid Afandi, Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syariah (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 147

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1961/1680
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melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan

bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya

dikembalikan atau tanah akan kembali.7

Keabsahan akad rahn (gadai) dalam Islam didasarkan pada al-Quʻran,

dan Sunnah. Diantara al-Qur‘an yang dijadikan sebagai landasan bagi

keabsahan akad rahn adalah:

*bÎ)uróO çFZä.4�n?tã9�xÿy�öN s9 ur(#rß� Éfs?$Y6Ï?%x.Ö`»yd Ì�sù×p|Êqç7ø)̈B(÷bÎ* sùz̀ ÏBr&N ä3àÒ÷èt/$ VÒ÷èt/

Ïj�xs ã�ù= sù�Ï%©!$#z̀ ÏJè?øt $#¼çmtF uZ»tBr&È, G u�ø9ur©! $#¼çm/ u�3�wur(#q ßJçG õ3s?noy�»yg¤±9 $#4t̀Bur$ ygôJçG ò6 t�

ÿ¼çm̄RÎ* sùÖN ÏO#uä¼çmç6ù= s%3ª!$# ur$ yJÎ/tbq è= yJ÷ès?ÒO�Î= tæ)٨٢:ةرقبلا ۳(

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”8 (Q. S al-Baqarah ayat: 283)

Secara umum gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai

sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau

sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. yang

dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah kekuasaan yang

berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya. Dalam hal ini orang yang

mempunyai barang (yang berhutang)  disebut ra>hin dan pihak yang

7 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah
Mada, 2010), hlm.123-124

8 Abu Azam al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.
163
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mengambil barang jaminan (yang berpiutang) disebut murtahin, dan barang

yang dijaminkan di sebut marhu>n.9

Dalam hal ini marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik ra>hin.

Pada prinsipnya marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali

seizin ra>hin, dengan tidak mengurangi nilai marhu>n dan pemanfaatan itu

sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Pemeliharaan dan

penyimpanan marhu>n pada dasarnya menjadi kewajiban ra>hin, namun dapat

dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan

penyimpanan tetap menjadi kewajiban ra>hin.10

Di riwayatkan dari Ibnu Majah yang menjelaskan keabsahan akad

rahn dalam Islam:

)ةج ام نبا ها ور( هُمُرْغُ هِيْلَعَوَ ,هُمُنْغُ هُلَ ,هُنَهَرَ يذَِّلاَ هِبِحِاصَ نْمِ نُهَّْرلاَ قُلَغْـَي لاَ

“Barang yang di gadaikan tidak di pisahkan kepemilikannya dari
pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya
pihak murtahin tidak bisa memiliki barang yang di gadaikan ketika
pihan ra>hin tidak mampu untuk menebusnya ketika telah jatuh tempo)
bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang di gadaikan
dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang di
gadaikan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pemegang

barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadai itu adalah

hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa

9 Qamarul Huda, Fikih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92
10 M. Yazid Afandi, Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan

Syariah,.....hlm. 155
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kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan

terhadap barang gadai yang ada pada dirinya.11

Berkaitan dengan hal tersebut di desa Sidamukti kecamatan Patimuan

kabupaten Cilacap, terdapat praktek gadai dengan barang jaminan sebidang

sawah. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih jalan alternatif untuk

mendapatkan uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan

menggadaikan sawah miliknya kepada orang lain dari pada meminjam uang

kepada bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank

harus melalui berbagai persyaratan dengan membutuhkan proses yang lebih

lama untuk mendapatkan  uang yang akan dipinjam.

Di desa tersebut, biasanya sawah yang luasnya sekitar 100 ubin

dihargai dengan uang senilai 25 juta sesuai dengan harga pasaran. Dalam

melaksanakan gadai, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung

dikelola oleh murtahin dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh

murtahin atas seizin ra>hin. Dalam memanfaatkan sawah, murtahin

diperbolehkan menggarap sawah tersebut selama 3 kali panenan sampai ra>hin

mampu mengembalikan uang gadai tersebut.

Sebagian masyarakat di desa tersebut melakukan gadai secara

perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah

yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak

menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif.

11 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.
108-109
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Dalam proses berlangsungnya gadai tersebut, ra>hin mendatangi

murtahin dan menjelaskan kepada murtahin bahwa ra>hin akan menggadaikan

sawahnya dengan menyebutkan luas dan lokasi sawahnya, kemudian ra>hin

dan murtahin menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sesuai

dengan luas sawah yang digadaikan kepada ra>hin. Jika sudah sepakat, maka

ra>hin dan murtahin menentukan jangka waktu untuk pengembalian uang

pinjaman tersebut dan menentukan berapa kali panenan murtahin boleh

mengelola sawah tersebut.12 Alasan menggadaikan dalam sistem

angkil/penambahan uang karena untuk kebutuhan mendesak seperti untuk

berobat ke rumah sakit, kebutuhan anak sekolah.13 Salah satu alasan mereka

melakukan gadai seperti itu karena perekonomian mereka yang belum

memenuhi secara keseluruhan.

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Timur selaku murtahin,

terdapat suatu hal yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, ketika sudah jatuh

tempo ra>hin tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada murtahin,

kemudian ra>hin meminta uang lagi  kepada murtahin untuk dipinjam dan

murtahin di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Gadai tersebut yang

dinamakan angkil. Dalam prakteknya ra>hin dan murtahin pun menyepakati

perjanjian tersebut.14

Melihat praktek gadai tersebut tentu berbeda dengan praktek gadai

pada umumnya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

12 Wawancara ibu Hamimah (selaku Murtahin) Kamis, 20 September 2019
13 Wawancara ibu Maesaroh (selaku Ra>hin) Jumat, 13 September 2019
14 Wawancara ibu Timur (Selaku Murtahin) Jum’at, 29 Maret 2019
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Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III 2002 Tentang rahn menegaskan bahwa

pinjaman dengan menggadaiakan barang sebagai jaminan hutang dalam

bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang intinya sebagai berikut:

apabila ra>hin tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhu>n dijual paksa atau

di eksekusi melalui lelang sesuai dengan syariʻah. Kemudian hasil penjualan

marhu>n tersebut digunakan untuk melunasi hutang ra>hin. Kemudian apabila

hasil penjualan marhu>n tersebut lebih besar dari hutang ra>hin, maka murtahin

harus mengembalikannya kepada ra>hin.15Akan tetapi dalam kenyataanya

ketika sudah jatuh tempo, ra>hin tidak berniat mengembalikan utangnya malah

meminta uang pinjaman tambahan kepada murtahin.

Menurut madzhab Syafi’i syarat yang dapat merusak akad rahn adalah

persyaratan yang ditetapkan oleh ra>hin yang mengakibatkan madharat bagi

murtahin. Persyaratan ini menjadikan akad rahn tidak dapat dilangsungkan

dapat disimpulkan bahwa madzhab syafi’i memperbolehkan adanya

persyaratan tambahan apabila persyaratan tersebut mendukung kelancaran

akad tapi jika persyaratan tersebut bertentangan dengan tabiat rahn maka ia

dinyatakan batal.16

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis bermaksud untuk mendalami

bagaimana implementasi akad rahn yang dilaksanakan dan penulis tertarik

untuk mengangkat judul "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

15 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga,
2014) hlm. 738-739

16 M. Yazid Afandi, Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syariah. hlm. 154
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Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Angkil Pada Akad Rahn (Studi

Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami

judul skripsi ini terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan terhadap

pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skrips ini yaitu:

1. Rahn

Secara umum rahn (gadai) yaitu menjadikan suatu benda yang

bernilai sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran

seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda

tersebut yang dijadikan sebagai jaminan yang diletakkan di bawah

kekuasaan yang berpiutang sampai dia dapat membayar hutangnya.

Dalam hal ini orang yang mempunyai barang (yang berhutang)  disebut

ra>hin dan pihak yang mengambil barang jaminan (yang berpiutang)

disebut murtahin.17

2. Angkil

Angkil adalah kesepakatan penambahan uang dimana ketika sudah

jatuh tempo ra>hin tidak sanggup membayar hutangnya kepada murtahin,

kemudian ra>hin meminta uang tambahan pinjaman kepada murtahin

dengan kesepakatan pihak murtahin bisa menggarap lagi barang gadai

tersebut. Pada saat ra>hin meminta angkil uang kepada murtahin tidak

17 Qomarul Huda, Fikih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92
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dilakukan kesepakatan mengenai waktu garapan barang gadai, artinya

murtahin bebas menggarap barang gadai tersebut sampai kapanpun.18

3. Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat

menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga

genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode

tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan

sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanan angkil di desa Sidamukti Kec. Patimuan

Kab. Cilacap?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia terhadap angkil pada akad rahn di desa Sidamukti Kec.

Patimuan Kab. Cilacap?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengatahui dengan baik pelaksanan angkil di desa Sidamukti Kec.

Patimuan Kab. Cilacap.

2. Untuk memberi penjelasan mengenai angkil pada akad rahn dengan

jaminan sawah di desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap bila

ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

18 Wawancara bpk Cahyono (selaku Murtahin) Senin, 15 April 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi
https://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
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E. Manfaat Penelitian

Penilitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun  praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk memberikan wawasan pengetahuan dan khazahan intelektual

sebagai wacana pemikiran Islam kepada penulis dan pembaca atas

implementasi angkil pada akad rahn dengan jaminan sawah di desa

Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap.

b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian

terkait yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan pemahaman, dan bisa melengkapi bahan referensi

bagi penelitian-penelitian berikutnya yang belum ada bagi pembaca

mengenai pelaksaan angkil dengan jaminan sawah di desa Sidamukti

Kec. Patimuan Kab. Cilacap.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran ilmiah dan informasi khususnya bagi masyarakat dalam

melakukan angkil.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, ada

beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan akad rahn. Akad rahn

yang dimaksud oleh penulis adalah akad rahn dengan jaminan sawah di desa

Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Namun akad rahn dalam
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pelaksanaannya ketika sudah jatuh tempo, ra>hin tidak mampu membayar

hutangnya kepada murtahin, kemudian ra>hin malah meminta uang lagi

kepada murtahin dan membolehkan murtahin untuk menggarap sawah milik

ra>hin. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa buku yang

membahas akad rahn dan juga skripsi yang membahas akad rahn, antara lain:

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan
1. Bukunya Yazid

afandi, yang
berjudul “Fiqh
Mua>malah dan
Implementasinya
Dalam Lembaga
Keuangan
Syariah”

Dalam buku ini
membahas pengertian
rahn, dasar hukumnya,
rukun dan syaratnya,
dan implementasinya
dalam perbankan
syariah. 19

2. Skripsi Ahmad
Faisal yang
berjudul
“Pandangan
Eokonomi Islam
Terhadap Praktek
Gadai Sawah di
Desa Talungeng
Kec. Barebbo
Kab. Bone”

Dalam skripsi ini
terdapat kesamaan
yaitu sama-sama
membahas akad rahn

Ahmad Faisal
menjelaskan bahwa
dalam prakteknya akad
rahn yang dilaksanakan
tidak terdapat batasan
waktu antara ra>hin dan
murtahin, sedangkan
dalam skripsi ini penulis
lebih menegaskan pada
penambahan uang
pinjaman oleh ra>hin
terhadap murtahin pada
akad rahn dengan
jaminan sawah di desa
Sidamukti Kec. Patimuan
Kab. Cilacap. 20

3. Skripsi Ahmad
Mufidin yang
berjudul
“Tinjauan Hukum
Islam Terhadap
Pemanfaatan

Dalam skripsi ini
terdapat kesamaan
yaitu sama-sama
membahas akad rahn

Ahmad Mufidin
menjelaskan bahwa
dalam melaksanakan
akad rahn tersebut ra>hin
harus memberikan
tambahan buah padi

19 M. Yazid Afandi, Fiqih Mamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syariah....., hlm. 147

20 Ahmad Faisal, Skripsi “Pandangan Eokonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di
Desa Talungeng Kec. Barebbo Kab. Bone”. State Islamic University Alaudin Makassar, 2017
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Gadai Sawah
(Studi kasus di
desa Warung
pring Kec.
Warung pring
Kab. Pemalang)”

kepada murtahin dari
hasil sawah yang lain,
sedangkan dalam skripsi
ini penulis lebih
menegaskan pada
penambahan uang
pinjaman oleh ra>hin
terhadap murtahin pada
akad rahn dengan
jaminan sawah di desa
Sidamukti Kec. Patimuan
Kab. Cilacap.21

4. Skripsi Zia Ulhaq
yang berjudul
“Tinjauan Hukum
Islam Sistem
Gadai Sawah
(Studi kasus di
desa Cirapuan
desa Sindang jaya
Kab.
Pangandaran)”

Dalam skripsi ini
terdapat kesamaan
yaitu sama-sama
membahas akad rahn

Zia Ulhaq menjelaskan
bahwa dalam
melaksanakan akad rahn
tersebut ra>hin tidak bisa
membayar hutangnya
kepada murtahin pada
saat jatuh tempo,
kemudian murtahin
menggadaikan lagi sawah
tersebut kepada orang
lain atas persetujuan
ra>hin, sedangkan dalam
skripsi ini penulis lebih
menegaskan pada
penambahan uang
pinjaman oleh ra>hin
terhadap murtahin pada
akad rahn dengan
jaminan sawah di desa
Sidamukti Kec. Patimuan
Kab. Cilacap.22

5. Nina Amanah
yang berjudul
“Tinjauan Hukum
Islam Terhadap
Praktek Gadai
Sawah di Desa
Sindangjaya Kec.
Ketanggungan

Dalam skripsi ini
terdapat kesamaan
yaitu sama-sama
membahas akad rahn

Nina Amanah
menjelaskan bahwa
dalam pelaksanaan akad
rahn tersebut ketika akan
melakukan proses
pengembalian hutang
gadai (marhu>n bihi) ra>hin
dan murtahin

21 Ahmad Mufidin, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah
(Studi kasus di desa Warung pring Kec. Warung pring Kab. Pemalang)” IAIN Purwokerto.2017

22 Zia Ulhaq, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai Sawah (Studi kasus di desa
Cirapuan desa Sindang jaya Kab. Pangandaran)”  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014
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Kab. Brebes “ mendasarkannya atas
perubahan harga gabah,
sedangkan dalam skripsi
ini penulis lebih
menegaskan pada
penambahan uang
pinjaman oleh ra>hin
terhadap murtahin pada
akad rahn dengan
jaminan sawah di desa
Sidamukti Kec. Patimuan
Kab. Cilacap.23

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi membutuhkan sistematika penulisan, supaya

dalam penyusunannya dapat terarah, maka penulis membagi masing-masing

pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub-bab seperti

berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, bab ini tersusun antara lain latar

belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan ketentuan-ketentuan umum tentang rahn yang

meliputi pengertian rahn, landasan rahn, rukun dan syarat-syarat rahn, status

barang gadai, pengambilan manfaat barang gadai, resiko kerusakan marhun,

berakhirnya rahn, pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf, kaidah-kaidah yang

berhubungan dengan ‘urf, rahn menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia.

23 Nina Amanah, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa
Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes” UIN Walisongo. 2017



15

BAB III Memuat tentang metode penelitian yang meliputi, jenis

penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu, subjek dan objek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Merupakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia terhadap Implementasi angkil pada akad rahn di Sidamukti

Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Yang berisikan tentang gambaran

umum lokasi tempat penelitian, praktek akad rahn mengenai angkil di desa

Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, analisis Fatwa Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap implementasi angkil

pada akad rahn di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

BAB V Penutup yang memuat diantaranya kesimpulan- kesimpulan

dan saran, kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan temuan dari

suatu analisis yang konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta

saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait hasil penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis diatas terhadap

permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Praktek angkil yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan

Kabupaten Cilacap merupakan suatu bentuk kegiatan mua>malah yang

dilakukan oleh pemberi gadai (ra>hin) dan penerima gadai (murtahin).

Angkil di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap

menjadikan sawah sebagai barang jaminan atas hutang pemberi gadai

(ra>hin). Proses pelaksanaan angkil yang dilakukan oleh masyarakat desa

Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap berjalan seperti gadai

biasanya. Pemberi gadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap

sawah yang dijadikan jaminan ketika sudah ada kesepakatan. Masyarakat

sekitar menerapkan angkil, yaitu kesepakatan penambahan uang dimana

ketika sudah jatuh tempo pemberi gadai (ra>hin) tidak sanggup membayar

hutangnya kepada penerima gadai (murtahin), kemudian pemberi gadai

(ra>hin) meminta uang tambahan pinjaman kepada murtahin dengan

kesepakatan pihak murtahin bisa menggarap lagi barang gadai tersebut.

2. Praktek angkil yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidamukti

Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan akad yang sah karena telah
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memenuhi rukun, syarat, dan asas-asas akad, selain itu angkil yang di

terapkan oleh masyarakat desa tersebut diperbolehkan karena tidak

bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia. Adapun pelaksanaan angkil sudah menjadi suatu adat kebiasaan

di desa tersebut atau dalam Islam disebut ‘urf.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas, maka ada

beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Kepada para petani untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai

dan menerapkannya pada akad gadai sesuai syariat Islam

2. Jika para petani dari awal perjanjian hanya untuk bermaksud mengambil

keuntungan dari sawah tersebut yang bukan miliknya, hendaknya akad

yang di pakai para petani yaitu akad sewa bukan akad gadai.

3. Kepada tokoh agama yang ada di desa Sidamukti untuk menyampaikan

pembahasan mengenai mua>malah khususnya akad gadai agar lebih di

jelaskan secara mendetail supaya masyarakat bisa memahami dan

menerapkannya bagaimana akad gadai yang benar secara syariat Islam.

C. Kata Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun

di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu

milik-Nya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa
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membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya

tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya.
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TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA

INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI

ANGKIL PADA AKAD RAHN

(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber

data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN

Purwokerto/Prodi HES)

A. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Ra>hin

1. Siapa nama bapak/ibu dan apa pekerjaan bapak/ibu?

2. Berapakah luas sawah bapak/ibu? Dan dimana letak sawah tersebut?

3. Berapa harga sawah bapak/ibu perubinnya?

4. Apakah sawah tersebut sudah mempunyai sertifikat? Dan kepada siapa

sawah tersebut digadaikan?

5. Dimana proses akad gadai dilakukan?

6. Mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut? Apa alasannya?

7. Apakah sawah tersebut sawah produktif?

8. Bagaimana proses akad yang dilakukan bapak/ibu terhadap murtahin?

9. Apakah dalam proses menggadaikan sawah tersebut ada perjanjian yang

secara tertulis?

10. Kalau boleh tahu, mengapa bapak/ibu menggadaikan sawah tersebut?

Untuk keperluan apa? Dan kenapa tidak meminjam uang di bank saja?

11. Berapa jumlah hutang bapak/ibu? Apakah ada jatuh tempo atau batas

waktu yang ditentukan untuk pengembalian hutang?

Jawab:

12. Bolekhkah diceritakan seperti apakah gambaran proses akad gadai sawah

yang dilakukan bapak/ibu kepada murtahin?

13. Apakah pada saat sudah jatuh tempo bapak/ibu langsung mengembalikan

hutang bapak/ibu? Atau bagaimana?

14. Mengapa bapak/ibu meminjam uang lagi? Dan untuk keperluan apa?



15. Pada saat bapak/ibu meminjam uang lagi, berapa jumlah uang yang

bapak/ibu pinjam?

16. Bolehkah bapak/ibu menceritakan bagaimana pada saat bapak meminjam

uang lagi?



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Warya

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 12 September 2019

Waktu : 14.00-15.00

1. Bapak Warya, wiraswasta

2. 110 ubin, di Panyeretan

3. Kurang lebih Rp 1.100.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Cahyono

5. Di rumah bapak Cahyono

6. Buat biaya istri kerumah sakit

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah bapak Cahyono, saya bilang ini garap sawah saya tapi

saya pinjemin uang

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena buat biaya istri saya, istri saya lagi sakit kalau meminjam di bank

ribet juga saya lagi butuh uang cepet

11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 3 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya rumah sakit

13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi

14. Ya karena buat tambahan biaya pembuatan SIM buat anak saya

15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00

16. Saya datang kerumah bapak Cahyono saya nambah uang lagi Rp 5.000.000,00

terus bapak Cahyono menyanggupi dan kasih uangnya ke saya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 15.00-16.00

1. Ibu Eti Rahayu, wiraswasta

2. 122 ubin, di deket apur

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Maryono

5. Di rumah saya

6. Buat bayar DP rumah

7. Iya masih produktif

8. Bapak Maryono ke rumah saya saudara saya bilang ke bapak Maryono bahwa

saya mau gadain sawah lagi butuh uang

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena buat biaya DP rumah anak saya

11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, ada batasan waktunya yaitu 2 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya rumah sakit

13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi

14. Ya karena buat benerin rumah

15. Jumlahnya Rp 5.000.000,00

16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan benerin

rumah, trus langsung di kasih



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Atmojo

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Atmojo, wiraswasta

2. 250 ubin, di deket rumah

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Iwen

5. Di rumah saya

6. Buat berobat ibu saya ke rumah sakit

7. Iya masih produktif

8. Ibu Iwen ke rumah saya saudara ibu Iwen kan tetangga saya terus bilang ke

ibu Iwen bahwa saya mau gadain sawah lagi butuh uang

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena buat biaya ibu saya ke rumah sakit

11. Berjumlah Rp 55.000.000,00, tidak ada batasan waktunya

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya rumah sakit

13. Tidak, malahan sebelum jatuh tempo saya pinjem lagi

14. Ya karena buat keperluan anak saya

15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00

terus yang terakhir Rp 5.000.000,00

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya,

terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah

anak saya, uang itu habis saya nambah lagi Rp 5.000.000,00 buat keperluan

sehari-hari



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sainah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 11 September 2019

Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Sainah, wiraswasta

2. 150 ubin, di ajalan Pepaya

3. Kurang lebih Rp 600.000,00 soalnya kan di dalam jadi murah

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Hamimah

5. Di rumah ibu Hamimah

6. Buat kperluan anak sekolah

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah ibu Hamimah

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan anak sekolah

11. Berjumlah Rp 10.000.000,00, tidak ada batasan waktunya

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya sekolah anak saya

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis

14. Ya karena buat keperluan anak saya

15. Jumlahnya pertama Rp 10.000.000,00, terus yang kedua Rp 10.000.000,00

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat kebutuhan anak saya,

terus uang itu habis saya nambah lagi Rp 10.000.000,00 untuk biaya sekolah

anak saya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Panyeretan

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.45-10.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta

2. 100 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada bapak Saryo

5. Di rumah bapak Saryo

6. Buat keperluan saya ke rumah sakit buat berobat

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah bapak Saryo

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat

11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, tidak ada batasan waktunya

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya sekolah anak saya

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis

14. Ya karena buat keperluan saya berobat

15. Jumlahnya Rp 15.000.000,00

16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 15.000.000,00 buat berobat saya ke rumah

sakit



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Satinem

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 08.30-09.30

1. Ibu Satinem, wiraswasta

2. 50 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Tarsih

5. Di rumah ibu Tarsih

6. Buat keperluan saya buat berobat

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah Ibu Tarsih

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan yang mendesak buat berobat

11. Berjumlah Rp 1.500.000,00, tidak ada batasan waktunya

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya 50 ubin dan saya pinjemin uang buat

keperluan biaya berobat saya

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah uang itu habis

14. Ya karena buat keperluan saya berobat

15. Jumlahnya Rp 500.000,00

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat berobat saya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Maesaroh

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 07.00-08.00

1. Ibu Maesaroh, wiraswasta

2. 100 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Timur

5. Di rumah ibu Timur

6. Buat keperluan anak saya sekolah

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah Ibu Timur

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan anak saya sekolah

11. Berjumlah Rp 5.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat keperluan

biaya sekolah anak saya

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis

14. Ya karena buat keperluan anak saya

15. Jumlahnya Rp 3.000.000,00 dengan batasan waktu 1 garapan

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 3.000.000,00 buat kebutuhan anak saya

sekolah



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Sumarti

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 17 September 2019

Waktu : 08.00-09.00

1. Ibu Sumarti, wiraswasta

2. 170 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu

5. Di rumah ibu Eti Rahayu

6. Buat keperluan DP rumah

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan DP rumah

11. Berjumlah Rp 20.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat DP rumah

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis

14. Ya karena buat keperluan mendesak

15. Jumlahnya Rp 500.000,00

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 500.000,00 buat tambahan DP rumah



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu al-Maidah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu al-Maidah, wiraswasta

2. 240 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Belum punya sertifikat, kepada ibu Eti Rahayu

5. Di rumah ibu Eti Rahayu

6. Buat keperluan benerin rumah

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah Ibu Eti Rahayu

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan benerin rumah

11. Berjumlah Rp 25.000.000,00, batasan waktunya 3 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat benerin

rumah saya

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis

14. Ya karena buat keperluan benerin rumah saya

15. Jumlahnya Rp 25.000.000,00

16. Bu saya mau nambah uang lagi Rp 25.000.000,00 buat tambahan benerin

rumah



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PEMBERI GADAI(RA>HIN) DI

DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Karyono

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 15.00-14.00

1. Bapak Karyono, wiraswasta

2. 130 ubin, di deket rumah saya

3. Kurang lebih Rp 1.000.000,00

4. Sudah punya sertifikat, kepada bapak Taryono

5. Di rumah bapak Taryono

6. Buat tambah biaya tanah darat

7. Iya masih produktif

8. Saya mendatangi rumah bapak Taryono

9. Tidak ada, hanya secara lisan saja

10. Ya karena keperluan buay biaya bayar tanah darat

11. Berjumlah Rp 15.000.000,00, batasan waktunya 2 garapan

12. Ya saya bilang ini garap sawah saya dan saya pinjemin uang buat biaya bayar

tanah darat

13. Tidak, malahan saya pinjem lagi setelah garapan itu habis

14. Ya karena buat keperluan biaya bayar tanah darat

15. Jumlahnya Rp 10.000.000,00 dengan 2 garapan

16. Pak saya mau nambah uang lagi Rp 10.000.000,00 buat tamabahan bayar

tanah darat



TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA

INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI

ANGKIL PADA AKAD RAHN

(Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)

Proses wawancara ini dilakukan semata demi sebuah penelitian sebagai sumber

data dalam proses penyusunan skripsi penulis (Dewi Fatmah/Mahasiswa IAIN

Purwokerto/Prodi HES)

B. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Murtahin

1. Nama Bapak/ibu siapa?

2. Pekerjaan bapak/ibu sebagai apa? Alamat bapak dimana?

3. Sudah berapa lama menjadi petani?

4. Apakah bapak/ibu pernah melakukan gadai?

5. Dengan siapa bapak/ibu melakukan gadai?

6. Berapa luas sawah yang dikelola bapak/ibu? Terus sawah tersebut

ditanami apa saja?

7. Berapa hasil panen yang didapat dalam satu kali panenan?

8. Berapa luas sawah yang di gadaikan oleh ra>hin kepada bapak/ibu?

9. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan akad gadai yang

dilakukan bapak/ibu?

10. Berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan gadai dan

bagaimana cara menentukan jangka waktu tersebut?

11. Pada saat melakukan gadai pasti ada perjanjian batasan waktu, benarkah?

12. Apakah pada saat sudah habis batasan waktu bapak/ibu langsung memberi

tahu pihak ra>hin?

13. Pada saat pihak ra>hin meminta untuk menambah uang lagi, apakah

bapak/ibu menyanggupinya?

14. Bolehkah dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pada saat pihak ra>hin

meminta untuk menambah uang lagi pada bapak/ibu?



15. Apakah selama ini terdapat kendala ketika melakukan gadai tersebut

sehingga merugikan bapak/ibu?



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Cahyono

Alamat : Dusun Panyeretan

Tanggal : 10 September 2019

Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Cahyono

2. Pekerjaan serabutan, Panyeretan RT 01/11 desa Sidamukti

3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan bapak Warya

6. 110 ubin, di tanami padi pernah juga di tanami kedelai

7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal

8. 100 ubin

9. Bapak Warya kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus

saya suruh pinjemin uang, akhirnya saya sepakat

10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1

tahun

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak

12. Iya saya beri tahu, tetapi batasan belum genep selesai bapak Warya kerumah

saya lagi dan minta nambah uang lagi

13. Iya saya menyanggupi dan selang berapa hari uangnya di ambil di rumah saya

sama bapak Warya

14. Dari pihak Warya bilang katane minta nambah uang lagi buat kebutuhan

pembuatan SIM anak saya seperti itu

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Timur

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 13 September 2019

Waktu : 10.00-11.00

1. Ibu Timur
2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam desa Sidamukti

3. Selama saya menetap di desa ini dan mulai bertetangga

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu Mesaroh

6. 100 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal

8. 100 ubin

9. Ibu Maesaroh kerumah saya bilang bahwa saya suruh mengelola sawah terus

saya suruh pinjemin uang untuk kebutuhan keluarga, akhirnya saya sepakat

10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1

tahun

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak

12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Maesaroh bukan

melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00

dengan 2 garapan pinjaman kedua Rp 3.000.000,00 1 garapan

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Dari pihak ibu Maesaroh bilang katane minta nambah uang lagi buat

kebutuhan anaknya

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Maryono

Alamat : Dusun Kalipucang

Tanggal : 18 September 2019

Waktu : 09.00-10.00

1. Bapak Maryono

2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Kalipucang

3. Selama saya menetap

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu Eti Rahayu

6. 122 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal

8. 122 ubin

9. Saya kerumah ibu Eti kebetulan saya juga punya sawah deket rumah ibu Eti

dan bertemu ibu Eti bahwa ibu Eti lagi butuh uang buat memperbaiki rumah

anaknya yang di Jakarta terus ibu Eti nawarin ke saya dan saya mau

10. Ya secara umum gadai sawah di beri jangka waktu 2 garapan maksudnya 1

tahun, kalo sama ibu Eti sawah luas 122 ubin dihargai Rp 25.000.000,00

dengan batasan 2 garapan atau 1 tahun

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tek kasih batasan biar jelas

12. Iya saya beri tahu, bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Eti Rahayu bukan

melunasi tapi meminta nambah uang lagi pinjaman pertama Rp 5.000.000,00

untuk keperluan memperbaiki rumah anaknya

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Dari pihak ibu Eti Rahayu bilang katane minta nambah uang lagi buat

kebutuhan anaknya



15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Iwen

Alamat : Dusun Cinyawang

Tanggal : 12 September 2019

Waktu : 09.00-10.00

1. Ibu Iwen

2. Pekerjaan Wiraswasta, desa Cinyawang

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan bapak Atmojo

6. 250 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal

8. 250 ubin

9. Saya mendatangi  kerumah bapak Atmojo kebetulan saudara saya juga dekat

dengan rumah bapak Atmojo pas bapak Atmojo lagi butuh uang dan saudara

saya bilang ke saya kalo bapak Atmojo lagi butuh uang dengan gadain sawah

miliknya, akhirnya sama saya tek pinjemin

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Saya tidak memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Dari pihak bapak Atmojo bilang katane minta nambah uang lagi buat

kebutuhan anaknya, nambah uang pertama Rp 10.000.000,00, nambah lagi

yang kedua Rp 10.000.000,00, terus nambah lagi yang terakhir Rp

5.000.000,00

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Hamimah

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 12 September 2019

Waktu : 13.00-14.00

1. Ibu Hamimah

2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu Sainah

6. 150 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal

8. 150 ubin

9. Ibu Sainah mendatangi rumah saya dia bilang mau gadain sawah dan dia

minta pinjaman uang pertama Rp 50.000.000,00 terus nambah uang lagi Rp

50.000.000,00 yang terakhir Rp 50.000.000,00

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Saya tidak memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Ibu Sainah menggadaikan sawahnya dengan luas 150 ubin di hargai Rp

10.000.000,00, terus uang tersebut sudah habis nambah uang lagi Rp

10.000.000,00 dan yang terakhir nambah lagi Rp 10.000.000,00

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Saryo

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 20 September 2019

Waktu : 13.00-14.00

1. Bapak Saryo

2. Pekerjaan Wiraswasta, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan bapak Karyono

6. 100 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 8 kuintal

8. 100 ubin

9. Bapak Karyono kerumah saya

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Saya tidak memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 100 ubin, perjanjian

awal sawah 50 ubin di hargai Rp 15.000.000,00 untuk keperluan berobat

bapak Karyono kerumah sakit pada saat uang tersebut sudah habis bapak

Karyono kerumah saya lagi mau pinjem uang lagi Rp 15.000.000,00 dengan

sawah luasnya 50 ubin

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Tarsih

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 14 September 2019

Waktu : 16.00-17.00

1. Ibu Tarsih

2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu Satinem

6. 50 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal

8. 50 ubin

9. Ibu Satinem kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Saya tidak memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Ibu Satinem menggadaikan sawahnya dengan luas 50 ubin, di hargai Rp

1.500.000,00 terus uang tersebut habis ibu Satinem nambah uang lagi Rp

500.000,00

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Bapak Taryono

Alamat : Dusun Kedung Salam

Tanggal : 21 September 2019

Waktu : 08.00-09.00

1. Bapak Taryono

2. Pekerjaan petani, dusun Kedung Salam, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan bapak Karyono

6. 130 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 7 kuintal

8. 130 ubin

9. Bapak Karyono kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Saya tidak memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Bapak Karyono menggadaikan sawahnya dengan luas 130 ubin, di hargai Rp

15.000.000,00 terus uang tersebut habis bapak Karyono nambah uang lagi Rp

500.000,00 2 garapan atau satu tahun

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 18 September 2019

Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu

2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu Sumarti

6. 170 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal

8. 170 ubin

9. Ibu Sumarti kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Iya saya memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 170 ubin yang digadaikan 70 ubin

di hargai Rp 20.000.000,00 dengan 2 garapan atau satu tahun pada saat

garapan habis saya kasih tahu bahwa sudah jatuh tempo tetapi ibu Sumarti

bukan malahan mengembalikan tapi meminta tambahan uang lagi Rp

500.000,00 dan sama saya tek kasih

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya



HASIL WAWANCARA OBSERVASI PIHAK PENERIMA

GADAI(MURTAHIN) DI DESA SIDAMUKTI

Narasumber : Ibu Eti Rahayu

Alamat : Dusun Sidamukti

Tanggal : 19 September 2019

Waktu : 14.00-15.00

1. Ibu Eti Rahayu

2. Pekerjaan petani, dusun Sidamukti, desa Sidamukti

3. Selama saya disini

4. Iya pernah melakukan gadai

5. Dengan ibu al-Maidah

6. 240 ubin, di tanami padi

7. Kalau rendeng bisa sampe 9 kuintal

8. 240 ubin

9. Ibu al-Maidah kerumah saya mau gadain sawahnya dan minta pinjaman uang

10. Beda-beda, kalau saya tidak ada perjanjian ada batasan waktunya

11. Tergantung dari setiap orang yang melakukan gadai ada yang membatasi ada

juga yang tidak, kalo saya tidak ada batasan waktu

12. Iya saya  memberi tahu

13. Iya saya menyanggupi dan saya langsung kasih

14. Ibu Sumarti mempunyai sawah dengan luas 240 ubin di hargai Rp

25.000.000,00 dengan 3 garapan. Pada saat garapan habis Rp 20.000.000,00

habis, ibu al-Maidah malahan nambah uang lagi untuk kegidupan anaknya

15. Tidak ada kendala karena sudah saling percaya
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FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang
Rahn

 مِيحَِّرلٱ نِحمََّْٰرلٱ هَِّللٱ مِسْبِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah
Menimbang :

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan
masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan  barang sebagai
jaminan utang;

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah,
Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk
dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan
atas utang.

Mengingat:

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 382 :
٨٢:ةرقبلا( ةٌضَ وْـُبقْمَ نٌاهَرِفَ ابًتِاكَ اوْدُتجَِ لمَْوَ رٍفَسَ ىلَعَ مْتُنْكُ نْإِوَ ۳( …

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:
هُنَهَرَوَ لٍجَأَ لىَإِ ٍّيدِوْهُـَي نْمِ امًاعَطَ ىرَـَتشْا مََّلسَوَ هِيْلَعَ اللهُا ىَّلصَاللهِا لَوْسُرَ َّنأَ
)ملسمو ىراخبلا هاور( دٍيْدِحَ نْمِ اعًرْدِ

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan
berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah
baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu
Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

)ةجام نبا هاور( هُمُرْغُ هِيْلَعَوَ هُمُنْغُ هُلَ ،هُنَهَرَ يْذَِّلا هِبِحِاصَ نْمِ نُهَّْرلا قلَغْـُي لاَ
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w.
bersabda:



،انًوْهُرْمَ نَاكَ اذَإِ هِتِقَفَـَنبِ بُرَشْ يُ ِّرَّدلا بنَُلَوَ ،انًوْهُرْمَ نَاكَ اذَإِ هِتِقَفَـَنبِ بُكَرْـُي رُهَّْظلا
)ىراخبلا هاور( ةُقَفََّـنلا بُرَشْيَوَ بُكَرْـَي يْذَِّلا ىلَعَوَ

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat
diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:
Para ulama sepakat membolehkan akad rahn. (al-Zuhaili, al-Fiqh al-
Islami wa Adillatuhu, 5891 , V: 181 )

6. Kaidah Fiqih:
اهَيمِْرِتحَْ ىلَعَ لٌيْلِدَ َّلدُيَ نْأَ َّلاإِ ةُحَابَلإِاْ تِلاَمَاعَمُلْا فيِ لُصْلأَا

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

1. Pendapat Ulama tentang rahn antara lain:
لماْ عَجمَْأَفَ عُاجمَْلإِا اَّمأَوَ

ُ
۳ص ،٤ج ،ةمادق نبلا نيغلما( ةِلَمْلجُاْ فيِ نِهَّْرلا زِاوَجَ ىَلعَ نَوْمُلِسْ ٧٦(

Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara
garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لماْ صُقْـَن هِيْلَعَ بَُّترَـَتـَي لاَ نِهَّْرلابِ عٍافَتِنْا ُّلكُ   نِهِاَّرللِ
َ
)١۳١ص٢ج ،نييبرشلل جاتلمحا نيغم( نِوْ هُرْ

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh
sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai
tersebut.

 نِهَّْرلا نَمِ ءٍيْشَبِ عَفِتَنْـَي نْأَ نَِِرْمُلْلِ سَيْلَ هَُّنأَ ةِلَبِانَلحَْا رُْـيغَ رُوْهُ مْلجُْا ىرَـَي
Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa
penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama
sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis,
14 Muharram 3241 H/ 82 Maret 2002 dan hari Rabu, 51 Rabi'ul Akhir

3241 H/ 62 Juni 2002 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN
Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut.



Kedua : Ketentuan rahn
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan

marhu>n (barang) sampai semua utang ra>hin (yang menyerahkan
barang) dilunasi.

2. Marhu>n dan manfaatnya tetap menjadi milik ra>hin. Pada
prinsipnya, marhu>n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin
kecuali seizin ra>hin, dengan tidak mengurangi nilai marhu>n dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n pada dasarnya menjadi
kewajiban ra>hin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban ra>hin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhu>n tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhu>n:
a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan ra>hin

untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila ra>hin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka

marhu>n dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai
syariah.

c. Hasil penjualan marhu>n digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik ra>hin dan
kekurangannya menjadi kewajiban ra>hin.

Ketiga : Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.


